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Abstract

The digital transformation of government has opened new spaces for citizens to participate in public policy
oversight, no longer limited to conventional face-to-face mechanisms. This study analyzes the patterns, levels, and
determinants of citizens' digital participation in public policy oversight, with a research locus in Metro City,
Lampung Province, a city whose Electronic-Based Government System (SPBE) index has consistently improved
from a "fair" category in 2021 to "very good" in 2024. A descriptive quantitative approach supported by
documentary study was applied to 210 purposively selected respondents from five sub-districts. Findings show
that 46% of respondents remain at the e-information stage, 31% have reached the e-consultation stage through
complaint channels such as SPAN-LAPOR! and local government social media, only 9% are genuinely engaged at
the e-decision-making stage, and 14% have not participated digitally at all. Digital literacy, the availability and
integration of participation channels, and citizens' trust in government responsiveness are identified as the main
determinants of effective digital participation. These results indicate that infrastructure development alone as
reflected by the rising SPBE index is not sufficient to move citizens beyond passive information access toward
substantive involvement in decision-making. This implies that local governments must pair technical infrastructure
investment with non-technical interventions: digital literacy education for vulnerable groups, cross-agency
integration of complaint channels, and transparent follow-up mechanisms. Practically, these findings can guide
Metro City and similarly SPBE-advanced local governments in Indonesia in redesigning digital participation
strategies so that gains in e-government infrastructure translate into genuine citizen engagement in public policy
oversight.
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PENDAHULUAN

Pengawasan kebijakan publik merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang
demokratis, sebab melalui pengawasan warga negara dapat memastikan bahwa kebijakan yang
dirumuskan dan dijalankan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Pada era
pemerintahan konvensional, mekanisme pengawasan sering kali terbatas pada forum
musyawarah, audiensi, atau surat pengaduan tertulis yang menuntut kehadiran fisik warga
sehingga partisipasi cenderung eksklusif bagi kelompok masyarakat tertentu [1],[2],[3]. Kondisi
ini kemudian bergeser seiring masifnya transformasi digital di sektor pemerintahan.

Data terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa
penetrasi internet nasional meningkat konsisten dari 64,80% pada 2018 menjadi 80,66% pada
2025, setara dengan lebih dari 229 juta jiwa penduduk yang terkoneksi internet [4]. Peningkatan
ini mendorong pemerintah daerah mengembangkan kanal partisipasi digital, salah satunya
melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4AN-LAPOR!) yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 untuk mewujudkan
kebijakan "no wrong door" dalam pengelolaan aduan masyarakat [5],[6],[7].

Kota Metro, salah satu kota di Provinsi Lampung, menjadi lokus yang relevan untuk
dikaji karena indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kota ini meningkat
signifikan dari 2,14 (predikat cukup) pada 2021 menjadi 3,86 (predikat sangat baik) pada 2024,
seiring implementasi program Smart Village di tingkat kelurahan [8],[9],[10]. Peningkatan
infrastruktur digital pemerintahan ini idealnya diikuti oleh peningkatan partisipasi warga dalam
mengawasi kebijakan publik.

Kajian tentang partisipasi digital warga berkembang pesat dalam lima tahun terakhir.
Studi tingkat nasional memetakan e-participation index Indonesia dan menunjukkan bahwa
capaian pada dimensi e-information jauh lebih tinggi dibandingkan e-decision making
[11],[12],[13]. Penelitian lain menemukan bahwa media sosial, tata kelola yang baik, dan
kepercayaan publik secara bersama-sama meningkatkan partisipasi warga dalame-government
[14],[15],[16], sementara studi kesiapan elektronik (e-readiness) menegaskan bahwa
infrastruktur semata tidak menjamin efektivitas e-participation apabila kapasitas kelembagaan
tidak turut berkembang [17],[18]. Pada level daerah, penelitian di Kabupaten Gowa
menunjukkan transformasi digital pemerintah berkorelasi dengan kepercayaan dan partisipasi
warga, namun kekuatan hubungan tersebut sangat bergantung pada konteks lokal [19]. Kajian
di Kota Mataram juga menegaskan bahwa literasi digital dane-participationberkontribusi
signifikan terhadap kepercayaan warga pada layanane-government [20], sedangkan tinjauan
konseptual mengenaidigital governancedan inklusi sipil menyoroti faktor budaya seperti
musyawarah dan tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai penentu sejauh mana akses
digital diterjemahkan menjadi partisipasi politik aktif [21].

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, teridentifikasi kesenjangan (research gap) sebagai
berikut: pertama, sebagian besar studi terdahulu bersifat nasional atau membandingkan lintas
daerah secara umum, sehingga belum secara spesifik memotret pola dan determinan partisipasi
digital pada kota berukuran menengah yang indeks SPBE-nya meningkat tajam dalam periode
singkat seperti Kota Metro; kedua, banyak studi menitikberatkan pada satu determinan tunggal
(kepercayaan, literasi, atau kepuasan layanan) tanpa memetakan posisi warga secara eksplisit
pada tangga e-participation; ketiga, keterkaitan langsung antara pertumbuhan infrastruktur
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SPBE dan kualitas partisipasi substantif warga jarang diuji secara empiris dalam satu unit
analisis yang sama.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan pemetaan tingkat
partisipasi digital berdasarkan tangga e-participation dengan analisis deskriptif determinan
partisipasi pada satu lokus yang indeks SPBE-nya meningkat drastis dari kategori "cukup"
menjadi "sangat baik" dalam empat tahun. Dengan demikian, penelitian ini menyediakan bukti
empiris yang menghubungkan secara langsung pertumbuhan infrastruktur pemerintahan digital
dengan kualitas partisipasi warga di level kota/kabupaten, sebuah keterkaitan yang belum
banyak dikuantifikasi bersama dalam literatur e-participation di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola, tingkat, dan determinan partisipasi
digital warga negara dalam pengawasan kebijakan publik di Kota Metro. Fokus tersebut penting
untuk memahami sejauh mana peningkatan kapasitas pemerintahan digital mampu
diterjemahkan menjadi keterlibatan warga yang lebih substantif, bukan hanya peningkatan
akses informasi.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret—April 2026 di Kota Metro, Provinsi Lampung. Data
primer diperoleh melalui survei terhadap 210 responden yang dipilih secara purposive dari lima
kecamatan. Data sekunder berupa dokumen Indeks SPBE Kota Metro periode 2021-2024
diperoleh dari laporan evaluasi resmi pemerintah daerah dan dianalisis menggunakan teknik
analisis tren untuk melihat perkembangan skor SPBE antarperiode.

Desain

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif berbasis survei dengan analisis
distribusi frekuensi dan tabulasi silang, yaitu desain yang bertujuan memotret secara sistematis
pola, tingkat, dan faktor yang berasosiasi dengan suatu fenomena tanpa manipulasi variabel,
dilengkapi studi dokumentasi terhadap data sekunder pemerintah (hasil evaluasi mandiri Indeks
SPBE Kota Metro 2021-2024 dan data statistik pengaduan digital). Variabel utama, yaitu
tingkat partisipasi digital, dioperasionalkan mengikuti tanggae-participationtiga tahap (e-
information,e-consultation,e-decision making), sedangkan tiga variabel determinan (literasi
digital, ketersediaan/integrasi kanal, dan kepercayaan terhadap responsivitas pemerintah)
diukur melalui item persepsi berskala ordinal [22],[23].

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh warga Kota Metro yang telah menggunakan layanan
pemerintah berbasis elektronik. Sampel ditentukan sebanyak 210 responden melalui teknik
purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) berdomisili di Kota Metro; (2) berusia minimal
17 tahun atau telah memiliki KTP; dan (3) pernah mengakses minimal satu kanal digital
pemerintah (website resmi, media sosial Diskominfo, SP4N-LAPOR!, grup WhatsApp
kelurahan/Smart Village, atau forum konsultasi daring) dalam satu tahun terakhir. Responden
yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut dieksklusi dari analisis. Jumlah sampel per
kecamatan ditentukan secara proporsional terhadap populasi, tersebar di lima kecamatan yaitu
Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Utara.
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Prosedur Penelitian dan Instrume

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur (daring dan luring) yang memuat tiga
bagian: (1) karakteristik demografis responden; (2) pola penggunaan lima kanal digital
pemerintah; dan (3) posisi responden pada tanggae-participationserta persepsi terhadap tiga
faktor determinan. Instrumen disusun berdasarkan indikator e-participation yang telah
digunakan pada kajian sejenis [24],[25], kemudian diuji cobakan pada 20 responden awal untuk
memastikan keterbacaan item sebelum digunakan pada sampel utama. Variabel partisipasi
digital dioperasionalkan melalui indikatore-information(akses informasi, 3 item),e-
consultation(penyampaian aspirasi/aduan, 3 item), dane-decision making(keterlibatan dalam
keputusan publik, 3 item). Seluruh item menggunakan skala Likert 1-5, dengan skor yang lebih
tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan digital yang lebih kuat. Instrumen diadaptasi dan
dimodifikasi dari penelitian terdahulu serta diuji reliabilitas sebelum pengumpulan data utama
[26],[27].

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk
memetakan karakteristik responden, pola penggunaan kanal, dan posisi responden pada tangga
e-participation. Tabulasi silang (crosstabulation) digunakan untuk mengeksplorasi asosiasi
antara karakteristik demografis (usia, pendidikan) dengan tingkat partisipasi, serta antara
persepsi terhadap tiga faktor determinan dengan tahap partisipasi yang dicapai responden. Hasil
disajikan dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, dan grafik tren untuk memudahkan
interpretasi. Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian melalui persetujuan
responden, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.
Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator partisipasi digital yang mencakup akses
informasi, konsultasi digital, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Setiap indikator
diukur menggunakan skala Likert dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterlibatan
responden pada tahapan e-participation. Instrumen telah melalui pengujian reliabilitas untuk
memastikan konsistensi pengukuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden dan Konteks Partisipasi Digital Warga

Karakteristik 210 responden memberikan gambaran awal mengenai konteks sosial-demografis
masyarakat yang terlibat dalam penelitian partisipasi digital di Kota Metro. Berdasarkan Tabel
1, responden didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya generasi milenial dan
generasi Z. Dominasi kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden
merupakan kelompok masyarakat yang relatif dekat dengan penggunaan teknologi digital dan
memiliki pengalaman dalam mengakses layanan berbasis elektronik.

Meskipun demikian, tingginya keterpaparan terhadap teknologi digital tidak secara
otomatis menunjukkan tingginya tingkat partisipasi digital substantif. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa kemampuan mengakses teknologi perlu didukung oleh kapasitas lain,
seperti literasi digital, pemahaman terhadap mekanisme partisipasi, serta keyakinan bahwa
keterlibatan melalui kanal digital dapat memberikan pengaruh terhadap proses kebijakan
publik.
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Dari aspek pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah
hingga perguruan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden secara umum
memiliki kapasitas dasar untuk memahami dan menggunakan layanan pemerintahan digital.
Namun, variasi tingkat partisipasi yang ditemukan menunjukkan bahwa pendidikan formal
bukan satu-satunya faktor yang menentukan keterlibatan warga dalam ruang digital
pemerintahan.

Distribusi responden pada lima wilayah kecamatan di Kota Metro juga menunjukkan
bahwa penelitian ini telah mencakup variasi wilayah administratif sehingga pola partisipasi
digital yang ditemukan tidak hanya merepresentasikan satu kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian (n=210)

Karakteristik Kategori Jumlah (n) Persentase (%)

Jenis Kelamin Laki-laki 112 53,3
Perempuan 98 46,7

17-27 tahun (Gen Z) 76 36,2

. 28-43 tahun (Milenial 84 40,0

Kelompok Usia 44-59 tahun EGen X) : 38 18.1
>59 tahun 12 5,7

SMA/Sederajat 87 41,4

Pendidikan Terakhir Diploma/Sarjana 103 49,1
Pascasarjana 20 9,5

Metro Pusat 52 24,8

Metro Timur 44 21,0

Kecamatan Domisili Metro Barat 39 18,6
Metro Selatan 38 18,1

Metro Utara 37 17,6

Perkembangan Infrastruktur Pemerintahan Digital Kota Metro

Perkembangan kapasitas pemerintahan digital Kota Metro menunjukkan adanya peningkatan
kesiapan kelembagaan dalam menyediakan layanan berbasis teknologi. Hal tersebut tercermin
dari peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengalami
peningkatan dari kategori “cukup” pada tahun 2021 menjadi kategori “sangat baik” pada tahun
2024.

Peningkatan indeks SPBE tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah
berhasil memperkuat aspek infrastruktur, integrasi layanan, dan kapasitas digital pemerintahan.
Namun, peningkatan kesiapan digital pemerintah tidak secara langsung menggambarkan
keberhasilan partisipasi warga. Infrastruktur digital pada dasarnya hanya menyediakan ruang
kemungkinan (enabling condition), sedangkan keberhasilan partisipasi digital ditentukan oleh
sejauh mana masyarakat mampu dan bersedia menggunakan ruang tersebut untuk berinteraksi,
menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
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Tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kota Metro, 2021-2024

457 3.86

(Sangat Baik)
4.0 A 9

3.5 1

3.0 A 2.49
2.14 (Cukup)

2.5 ACukup)

2.0 A

1.5 1

Nilai Indeks SPBE

1.0 1

0.5 1

0.0

2021 2022 2023 2024
Tahun

Gambar 1. Tren Indeks SPBE Kota Metro 2021-2024 (Sumber: Pemerintah Kota Metro, 2024, diolah)

Pola Penggunaan Kanal Partisipasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penggunaan kanal digital pemerintah di Kota Metro
masih didominasi oleh kanal yang bersifat informatif dibandingkan kanal yang memungkinkan
interaksi dan kolaborasi. Berdasarkan Tabel 2, website resmi pemerintah daerah dan media
sosial pemerintah menjadi kanal yang paling banyak digunakan masyarakat, sedangkan kanal
partisipasi dua arah seperti SPAN-LAPOR! dan forum konsultasi publik daring memiliki tingkat
pemanfaatan yang lebih rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintah Kota Metro telah
berhasil memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, tetapi belum sepenuhnya
mendorong keterlibatan warga dalam proses pengawasan kebijakan. Masyarakat masih
cenderung memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperoleh informasi, bukan
sebagai ruang untuk menyampaikan pendapat, memberikan evaluasi, atau berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan.

Rendahnya pemanfaatan kanal dua arah menunjukkan bahwa keberadaan platform
digital tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna. Ketersediaan teknologi
perlu disertai dengan strategi sosialisasi, kemudahan penggunaan, serta mekanisme tindak
lanjut yang jelas agar masyarakat memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi.

Tabel 2. Kanal Digital Pemerintah Kota Metro yang Pernah Digunakan Responden

Kanal Digital Pemerintah Pernah Digunakan (%) Fungsi Utama
Website resmi Pemkot Metro / portal SPBE 78,6 gl;zzzrllnformam kebijakan &
Media sosial (Instagram/Facebook Diskominfo) 71,0 Informasi & interaksi ringan
SP4N-LAPOR! 343 Pengaduan & pengawasan layanan
Grup WhatsApp Kelurahan/Smart Village 46,2 Aspirasi & koordinasi warga
Forum konsultasi publik daring (Musrenbang 18.1 Keterlibatan pengambilan
online) ’ keputusan
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Tingkat Partisipasi Digital Berdasarkan Tangga E-Participation

Pemetaan tingkat partisipasi digital berdasarkan tanggae-participationmenunjukkan bahwa
sebagian besar masyarakat Kota Metro masih berada pada tingkat partisipasi awal. Sebanyak
46% responden berada pada tahape-information, 31% berada pada tahape-consultation, 9%
mencapai tahape-decision making, sedangkan 14% belum melakukan partisipasi digital.

Dominasi tahape-informationmenunjukkan bahwa perkembangan pemerintahan digital
di Kota Metro lebih banyak menghasilkan peningkatan akses informasi dibandingkan
peningkatan keterlibatan warga dalam proses kebijakan. Rendahnya proporsi masyarakat pada
tahape-decision makingmemperlihatkan bahwa proses transformasi digital belum sepenuhnya
berkembang menjadi mekanisme demokrasi digital yang memungkinkan warga berperan dalam
pengambilan keputusan publik.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara kesiapan
infrastruktur digital pemerintah dan kualitas keterlibatan warga. Pemerintah dapat menyediakan
berbagai kanal digital, tetapi partisipasi substantif tetap membutuhkan kapasitas warga,
kepercayaan publik, dan desain kelembagaan yang mendukung interaksi dua arah.

Tingkat Partisipasi Digital Warga dalam Pengawasan
Kebijakan Publik di Kota Metro (n=210)

Tidak berpartisipasi
secara digital

E-Decision Making
(terlibat dalam keputusa

E-Information
=kadar mengakses info) 46.0%

E-Consultation
(memberi masukan/aduan)

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Digital Warga Kota Metro dalam Pengawasan Kebijakan Publik (n=210, Data
Primer, 2026)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pemerintahan digital belum secara
otomatis menghasilkan peningkatan partisipasi warga pada tingkat yang lebih substantif.
Meskipun Kota Metro mengalami peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dari kategori “cukup” menjadi “sangat baik”, sebagian besar masyarakat
masih berada pada tahap awal partisipasi digital, yaitu e-information, sementara keterlibatan
pada tahap e-decision making masih relatif rendah. Temuan ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan layanan
digital dengan kemampuan ruang digital tersebut dalam mendorong keterlibatan warga dalam
proses kebijakan publik. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak
cukup hanya diukur melalui peningkatan kapasitas teknologi, jumlah layanan digital yang
tersedia, atau tingkat integrasi sistem, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana teknologi
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tersebut mampu menciptakan ruang interaksi, deliberasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nurhidayat et al. [11]yang menunjukkan
bahwa perkembangane-participationdi Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara
dimensi penyediaan informasi (e-information) dan dimensi keterlibatan dalam pengambilan
keputusan (e-decision making). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa banyak pemerintah
daerah telah berhasil mengembangkan aspek keterbukaan informasi melalui platform digital,
tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah masyarakat dari pengguna informasi menjadi aktor
aktif dalam proses pemerintahan. Dalam perspektifdigital governance, fenomena ini
menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki tahapan perkembangan yang tidak selalu
berjalan secara linear. Pemerintah dapat mencapai tingkat kesiapan digital yang tinggi, tetapi
proses menuju pemerintahan digital yang partisipatif membutuhkan perubahan yang lebih
kompleks, termasuk perubahan budaya birokrasi, kapasitas masyarakat, dan mekanisme
komunikasi dua arah.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Susanti et al. [17]yang
menjelaskan bahwa kesiapan digital (e-readiness) tidak selalu berbanding lurus dengan
efektivitas partisipasi digital. Infrastruktur teknologi hanya menjadi kondisi awal yang
memungkinkan masyarakat mengakses layanan digital, tetapi belum menjamin munculnya
keterlibatan publik yang aktif. Dalam konteks Kota Metro, peningkatan indeks SPBE
menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kapasitas kelembagaan yang semakin
baik dalam menyediakan layanan digital. Namun, rendahnya proporsi masyarakat yang
mencapai tahape-consultationdane-decision makingmenunjukkan bahwa aspek sosial dan
kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
pemerintahan digital perlu bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada teknologi
(technology-oriented approach) menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada warga
(citizen-centered approach), yaitu pendekatan yang menempatkan pengalaman, kebutuhan, dan
kapasitas masyarakat sebagai bagian penting dari keberhasilan transformasi digital.

Selain aspek infrastruktur digital, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital
menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan dengan tingkat partisipasi warga. Meskipun
sebagian besar responden berasal dari kelompok usia produktif yang secara umum memiliki
kedekatan dengan teknologi digital, kemampuan menggunakan teknologi belum secara
otomatis mendorong keterlibatan dalam pengawasan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan
bahwa partisipasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam
mengoperasikan perangkat atau mengakses internet, tetapi juga mencakup kemampuan
memahami informasi publik, mengevaluasi kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta
menggunakan kanal digital secara strategis untuk memengaruhi proses pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat[20]yang menunjukkan bahwa literasi
digital memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan layanane-governmentdan pembentukan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah digital. Temuan tersebut diperkuat oleh Lee et
al.[28]yang menunjukkan bahwa literasi informasi memiliki hubungan positif dengan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis digital. Selain itu, Abdul
Kareem dan Oladimeji [29]menegaskan bahwa literasi digital berperan dalam memperkuat
penerimaan masyarakat terhadap layanane-governmentmelalui peningkatan persepsi manfaat
dan kemudahan penggunaan. Pada konteks yang lebih luas, Gil de Zuiiga et al. [30]menjelaskan
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bahwa teknologi digital dapat memperkuat keterlibatan kewargaan apabila masyarakat
memiliki kemampuan untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam
ruang publik digital. Oleh karena itu, peningkatane-participationtidak dapat hanya dilakukan
melalui penyediaan platform digital, tetapi harus disertai dengan penguatan kapasitas
masyarakat, pembangunan kepercayaan publik, dan pengembangan ekosistem digital yang
inklusif.

Selain literasi digital, aspek kepercayaan terhadap responsivitas pemerintah menjadi
faktor penting dalam membangun keberlanjutan partisipasi digital. Rendahnya penggunaan
kanal pengaduan dan konsultasi publik menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya
mempertimbangkan keberadaan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan apakah keterlibatan
mereka akan menghasilkan respons dan perubahan nyata. Kanal digital yang tidak disertai
dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas berpotensi menyebabkan masyarakat melihat
partisipasi digital hanya sebagai aktivitas simbolik tanpa dampak terhadap kebijakan publik.
Dengan demikian, keberadaan ruang partisipasi digital harus diikuti dengan komitmen
institusional pemerintah untuk merespons aspirasi warga secara terbuka, cepat, dan transparan.

Temuan ini mendukung penelitian Hutahaean et al. [14]yang menunjukkan bahwa
kepercayaan publik, tata kelola yang baik, dan penggunaan media sosial secara bersama-sama
memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam layanan pemerintahan
digital. Penelitian Nurlinah et al. [19]juga menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintah
memiliki hubungan dengan peningkatan kepercayaan dan partisipasi warga, meskipun kekuatan
hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan dan konteks lokal. Dalam
konteks Kota Metro, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas
pemerintahan digital perlu diiringi dengan peningkatan kualitas hubungan antara pemerintah
dan masyarakat. Dengan kata lain, teknologi hanya berfungsi sebagai media, sedangkan
kepercayaan menjadi faktor sosial yang menentukan apakah masyarakat bersedia menggunakan
media tersebut untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai kesenjangan antara
kesiapan digital pemerintah dan kualitas partisipasi warga. Sebagian besar penelitian
sebelumnya mengenai transformasi digital pemerintahan cenderung menilai keberhasilan
digitalisasi melalui indikator teknis seperti ketersediaan infrastruktur, kualitas layanan, atau
tingkat adopsi teknologi. Penelitian ini memberikan perspektif berbeda dengan menunjukkan
bahwa keberhasilan digital governance perlu dievaluasi melalui dua dimensi yang saling
melengkapi, yaitu kapasitas digital pemerintah (government digital readiness) dan kualitas
keterlibatan masyarakat (citizen substantive engagement). Peningkatan indeks SPBE memang
menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem digital, tetapi belum dapat
dijadikan indikator tunggal keberhasilan demokrasi digital apabila masyarakat belum memiliki
ruang dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan.

Novelty penelitian ini terletak pada pengungkapan hubungan konseptual antara
perkembangan infrastruktur digital pemerintahan dan tingkat kematangan partisipasi warga
pada konteks pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang
lebih banyak mengkaji faktor individual seperti literasi digital atau faktor kelembagaan seperti
kualitas layanan secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan perspektif tersebut dengan
memetakan posisi warga berdasarkan tangga e-participation. Pendekatan ini memberikan
pemahaman bahwa keberhasilan transformasi digital bukan hanya persoalan ketersediaan
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teknologi, tetapi juga kemampuan teknologi tersebut dalam mendorong perubahan pola
hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian digital governance dengan
menunjukkan bahwa pembangunan pemerintahan digital harus dipahami sebagai proses
multidimensi yang mencakup aspek teknologi, kelembagaan, dan sosial. Infrastruktur digital
menyediakan peluang partisipasi, tetapi literasi digital, kepercayaan publik, dan responsivitas
pemerintah menentukan apakah peluang tersebut dapat berkembang menjadi partisipasi yang
bermakna. Perspektif ini memberikan implikasi bahwa evaluasi keberhasilan program digital
pemerintah sebaiknya tidak hanya menggunakan indikator kesiapan teknologi, tetapi juga
memasukkan indikator keterlibatan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan tata kelola digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Pemerintah Kota Metro
dan pemerintah daerah lain yang memiliki tingkat kesiapan digital serupa. Pemerintah perlu
mengubah orientasi pembangunan digital dari pendekatan yang hanya berfokus pada
penyediaan teknologi menuju pendekatan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dapat
dilakukan melalui penguatan program literasi digital bagi kelompok masyarakat yang masih
memiliki keterbatasan akses dan kemampuan, peningkatan sosialisasi mengenai kanal
partisipasi publik, integrasi berbagai platform pengaduan agar lebih mudah digunakan, serta
penyediaan mekanisme tindak lanjut yang transparan. Dengan demikian, masyarakat tidak
hanya menjadi pengguna layanan digital pemerintah, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam
proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Meskipun memberikan kontribusi empiris mengenai pola e-participation pada tingkat
pemerintah daerah, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.
Pertama, penggunaan teknik purposive sampling menyebabkan hasil penelitian memiliki
keterbatasan dalam generalisasi karena responden merupakan warga yang telah memiliki
pengalaman menggunakan layanan digital pemerintah. Kelompok masyarakat yang belum
memiliki akses atau belum pernah berinteraksi dengan layanan digital mungkin memiliki
karakteristik partisipasi yang berbeda. Kedua, desain penelitian cross-sectional hanya
menggambarkan kondisi partisipasi digital pada satu periode tertentu sehingga belum mampu
menjelaskan bagaimana perubahan perilaku partisipasi warga berkembang dari waktu ke waktu
seiring perubahan kebijakan digital pemerintah. Ketiga, pendekatan deskriptif kuantitatif dan
analisis tabulasi silang yang digunakan mampu mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel,
tetapi belum dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat secara mendalam. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods, studi longitudinal,
atau analisis inferensial untuk memahami mekanisme pembentukan partisipasi digital warga
secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas infrastruktur pemerintahan digital di
Kota Metro yang tercermin melalui kenaikan Indeks SPBE dari 2,14 pada tahun 2021 menjadi
3,86 pada tahun 2024 belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas partisipasi
warga dalam pengawasan kebijakan publik secara substantif. Meskipun pemerintah daerah telah
berhasil memperkuat ekosistem digital melalui penyediaan berbagai layanan dan kanal
partisipasi, sebagian besar masyarakat masih berada pada tahap e-information (46%), diikuti
oleh tahap e-consultation (31%), sedangkan keterlibatan pada tahap e-decision making masih
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terbatas (9%) dan sebagian warga belum berpartisipasi secara digital (14%). Temuan ini
menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya diukur
melalui kesiapan teknologi dan peningkatan infrastruktur, tetapi juga perlu mempertimbangkan
kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital serta kualitas hubungan antara
pemerintah dan warga. Literasi digital, ketersediaan dan integrasi kanal partisipasi, serta
kepercayaan terhadap responsivitas pemerintah menjadi faktor penting yang berkaitan dengan
tingkat keterlibatan warga dalam pengawasan kebijakan publik berbasis digital. Oleh karena
itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi transformasi digital yang lebih
berorientasi pada warga (citizen-centered digital governance) melalui penguatan literasi digital,
optimalisasi kanal partisipasi dua arah, dan peningkatan transparansi tindak lanjut aspirasi
masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods dan
desain longitudinal untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika,
mekanisme, dan faktor-faktor yang membentuk partisipasi digital warga dalam proses tata
kelola publik.
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